P LW DR
r Permohonan : 006/PS/BWSL.PLP/:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA \ﬂ%a

n Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo memeriksa dan menyelesaikan i

@ sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo telah
mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan

Umum, permohonan dari : -----=--==s=-=-=======zsmmmmmosooooomoomosoosomssooooooooos

1) Nama : ABDUL RAUF RAHIM, ST
No. KTP/SIM/Paspor : 737303070476000
Alamat . JI. Jendral Sudirman
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 07 April 1976
Pekerjaan/Jabatan . Anggota DPRD Kota Palopo/
Ketua DPD Partai NasDem %&

Kota Palopo

2) Nama | . UMAR, SE
No. KTP/SIM/Paspor . 7324031707870002 K,\
Alamat : Pesona Tanah Luwuk Blok E
No. 2 Kota Palopo
Tempat, Tanggal Lahir . Timampu, 17 Juli 198
Pekerjaan/Jabatan . Wiraswasta 4
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a Palopo Nomor 144/PL.01.4- BA/7373/KPU KQt/VIII

ggal 09 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai

o

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum atas keluarnya Berita Acara Kota Nomor : 144/PL.01.4-
BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018, bertanggal 09 Agustus 2018 tentang Tentang g
E

Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal

calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019

Komisi Pemilihan Umurﬁ Kota Palopo, yang berkedudukan di Jalan Pemuda

Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Masing - masing :
1. Misna M. Attas (Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan)

2" Faisal Amir (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -----------ccooeeeeee___
3. Fatmawati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)

4. Upi Hastati (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)
5. M. Asram Jaya (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan)
6. Syarifuddin Jurdi (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -------------———-_ A

7. Uslimin (Anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan) -------=------oeooooe
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"TREG.OO6/PS/BWSL.PLP/27.03/VIII/2018 dengan Permohoznan :

~ I. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALOPO

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c. Undang-undang Nomor 7
Umum, KPUD kabupaten/Kota

tahun 2017 tentang Pemilihan
berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
PTOVITISI; ~====m======m==mmmmoomm oo ms oo ooooooooossososooooossoooosen
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Peraturan Badan

c

Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, /L

berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu melalui

Bawaslu
Mediasi antar pihakyang bersengketa, dan Pasal 5 ayat (3) Bawaslu

Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang

———

diakibatkan oleh adanya keputusan KPUD kabupaten/Kota
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
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Tentang

144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018.
Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

Bakal calon Anggota DPRID Kota Palopo Pada Pemilihan Umum

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di
oses

u Kota Palopo berwenang untuk memediasi sengketa pr

Bawasl
Sulawesi

pemilu syarat calon DPRD Peserta Pemilu Provinsi

__.__..__.._.-__._.___..__.__.____-____.._..__.._._..____.._.___.__.._._.___...____--._..-__....-__-

Selatan.

II. KEDUDUKAN PEMOHON
a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor i

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peserta Pemilu adalah partai
DPR, anggota DPRD provinsi, anggota

DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,
diusulkan oleh partai politik atau %
] Presiden.-

politik untuk Pemilu anggota

dan pasangan calon yang
gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Waki
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
eraturan Badan Pengawas Pemilihan

Pemilihan Umum Nomor P
ubahan Peraturan Badan

Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Per
emilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata

gketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon

~ Pengawas P

Cara Penyelesaian Sen

Scanned by CamScanner



III.

174'4/PL 01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Ter

1 Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan «ené‘ﬁa:}

Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan
Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 3
2019, -t IR =
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Ea

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan mediasi sengketa Proses Pemilu.

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, termohon

dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan /‘

penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk

i e
Bahwa pemohon mengajukan permohonan mediasi atas keputusan

berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.O1.4-
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NG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
: emohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pro
Pemilu ke Bawaslu Provinsi ketika KPU menerbitkan Keputusan
KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-
Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan
dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD

Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019, -----=--==---=====-=====-=======

Bahwa Pentapan/pengumuman Keputusan KPUD Kota palopo
sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Kamis tanggal

Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Delapan belas pukul

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi

bersama KPUD Kota Palopo terkait Berita Acara Nomor

144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang

Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum [

Pemohon keberatan atas penetapan hasil verifikasi perbaikan

berkas syarat Bakal Calon DPRD Provinsi karena sebagai berikut :--
a berdasarkan hasil penetapan KPU tentang verifikasi hasil
arat calon DPRD Kota Palopo nomor

a. Bahw

perbaikan berkas sy
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resmi kepada KPU Kota Palopo dibuktikan dengan berita acare

penerimaan berkas (P.2)
Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon kebaratan atas

hasil verfikiasi perbaikan berkas syarat calon DPRD yang
tertuang dalam berita acara KPUD Kota Palopo 144/PL.01.4—
BA/7373/KPU-Kot/VIII/23018 Tahun 2018. Tentang Hasil
Keabsahan Dokumen Perbaikan

Verifikasi Kelengkapan dan
Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum

2019. dan memohon kepada Bawaslu agar kiranya memediasi
pemohon dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena pemohon

meyakini kekeliruan tersebut dikarenakan kesalahan teknis dan
atau kealpaan pemohon dan/atau KPU Provinsi Sulawesi
Selatan.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan hasil
sebagaimana yang tertuang Berita Acara KPUD Kota Palopo /{

nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VII1/23018 Tahun

Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

2018.
Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo

VI
verfikasi berkas syarat calon
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mengkapx kekurangan berkas syarat calon sebagalmanéj
~ dibuktikan dengan tanda kelengkapan oleh verifikator partai

Bahwa syarat calon atas nama Abdul Salam. SH yang dianggap

TMS berdasarkan hasil verifikasi KPU yaitu Surat Keterangan

Pengadilan Negeri Tidak Pernah Dipidana yang pada saat
tahapan perbaikan tidak diperiksa secara detail oleh pemohon

dan verifikator.
Bahwa syarat calon atas nama Abdul Salam, SH tersebut

sebenarnya telah berusaha dilengkapi pada saat asistensi
terakhir sebelum penyerahan berkas secara resmi tanggal 31 Juh

2018 lalu, pada tanggal tersebut pemohon telah berusaha secara
maksimal mengurus surat tersebut, namun kendala tehknis dan
berakhirnya jam kantor Kantor Pengadilan Negeri Kota Palopo

mengakibatkan surat keterangan tersebut terbit pada tanggal 01

o o oy e e . o e 0 S e 2w e e S o B P v e St e

Agustus 2018. (P.3)
pemohon melalui

f Bahwa Dberdasarkan

temuan tersebut
penghubung partai mengonfirmasi kepada verifikator partai

pemohon terkait berkas syarat calon yang harusnya dikumpul
un dikembalikan, namun verifikator menerangkan bahwa

srbaikan telah berakhir dan hasil verifikasi tel
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h Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, berkas syarat cal

atas nama Abdul Salam. SH yaitu surat keterangan pengadﬂan
tidak pernah dipidana berada di bawah penguasaan pemohon
yang apabila diminta oleh KPUD Kota Palopo akan segera kami

T =
e B o e S R e e g

serahkan.

VII. PETITUM
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon

Kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan keputusan

sebagai berikut :
1.
2

Mengabuikan Permohonan Pemohon.
Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor

144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 Tentang Hasil

Keabsahan Dokumen Perbaikan

Verifikasi Kelengkapan Dan
Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum

Tahun 2019 tanggal 09 Agustus 2018.
Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima berkas atas

nama Abdul Salam, SH sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota /

= - - ———

Palopo dari Partai Nasdem.
Meminta kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan putusan
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yang telah diatur dalam Peraturan Komlsl Permhhan Umum Nomor
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T1) -=-------===-----—=-
3. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan lembar check list

pemeriksaan dokumen kepada Pihak Pemohon sebagaimana bukti
terlampir. (T2) —---mmmmm oo

4. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak
Termohon tidak memeriksa secara detail dokumen kelengkapan
syarat bakal calon. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada kesempatan
pertama penyampaian verifikasi kelengkapan administrasi daftar
calon tanggal 19 s/d 21 Juli 2018, Pihak termohon telah
memberikan check list berkas yg belum lengkap yang diserahkan
kepada LO Parpol sesuai tahapan yang diatur Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019. (T3) —==-mm=mmmmmmm oo o

PERetitum ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Bawaslu Kota Palopo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, -------cceo______

2. Menetapkan kembali Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo

Nomor : 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 Tentang Hasil
Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal
Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019, == ccmeeacccaeao__

Apabila Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain, mohon Putusan ;
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -==-----m-mmecoooocomee
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| Tentang Hasil Verifikasi

PO

Kelengkapan dan Keabsahan .
Dokumen Perbaikan Bakal
Calon Anggota DPRD Kota
Palopo pada Pemilu 2019

Berita Acara KPU Kota Palopo
Nomor : 129/PL.01.4-
BA/7373/KPU-Kot/VI11/2018
Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan
Dokumen Perbaikan Bakal
Calon Anggota DPRD Kota
Palopo pada Pemilu 2019

4 0r S
calh Batin 4

Surat Keterangan Tidak
Pernah sebagai Terpidana,
Nomor :
2123/SK/HK/08/2018/PN-
PLP

Surat Keterangan Kesehatan
Jiwa No.Medical Check Up :
1055/RSU.SWG/RMP-
P.1/PLP/VIII/2018, atas
nama RATNA

P-5

Surat Pernyataan Pribadi
Tidak Pernah dipidana sebagai
dasar pembuatan surat
keterangan tidak pernah
dipidana dari Kantor
Pengadilan Negeri Palopo

e
Mk IS N

Surat Keterangan Kesehatan
Jiwa, No.Medical Check Up :

1040 /RSU SWG /RMP- T
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a fotokopi su
RERERE ﬁiberi tanda Tf-l s,d T-Q seb:

e i No | Kode buki Keterangan | | :
e ey | 1 g1 Lampiran PKPU 5 Tahun 2618“
Tentang Perubahan Atas : I
Peraturan Komisi Pemilihan TR ?

Umum Nomor 7 Tahun 2017 .

- Tentang Tahapan, Program "o

y dan Jadwal Penyelenggaraan g
48 Pemilihan Umum Tahun 2019
4 Lo O T Instrumen Verifikasi i
Kelengkapan & Keabsahan
Dokumen Perbaikan Bakal

Calon

fjlzl‘

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi dengan keterangan berikut :
1. Hari Kusuma (LO Partai Nasdem), yang pada pokoknya menerangkan @ ----
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 saya memasukkan

permohonan di pengadilan untuk pengurusan berkas tidak pernah

dipidana.
Pada saat memasukkan permohonan pengurusan surat keterangan

tidak pernah dipidana saudara saksi Hari Kusuma ditemani oleh saksi
Imam dan disaksikan oleh saksi Muhajir, pada saat itu saudara saksi
Muhajir juga mengurus surat tidak pernah dipidana di pengadilan.------
Bahwa saudara Hari Kusuma, diberitahukan oleh staf pengadilan
bahwa kantor akan tutup. Kemudian saudara Hari Kusuma kembali ke

KPU Palopo untuk konsultasi dan tidak kembali lagi ke pengadilan.----- A
Bahwa saudara saksi Hari Kusuma telah menyampaiakan ke bacaleg
Abdul Salam, SH untuk pengurusan berkas namun bacaleg Abdul
Salam, SH berada diluar kota, nanti tanggal 31 Juli 2018 baru ada di

e e e e e o e = T o = " P e = T

.
"

m Samudra, yang pada pokoknya menerangkan :
va benar menemani saudara saksi Hari Kusuma men

N e Es di pengadilan, s---------rcslsassatnas
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'Wa benar, pada saat itu antrian sangat banyak,

mendapatkan surat keterangan karena sebelumnya sudah mer g2

i nomor antrian lewat teman.
- Kesimpulan Pemohon

Setelah melalui proses pefsidangan pembacaan Permohonan, Jawaban
Termohon dan Pembuktian, kesimpulan Permohonan sebagai berikut ; --------
1. Tentang Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Di

Pengadilan Negeri Palopo Telah Diajukan Oleh Pemohon Pada T. anggal 31
Juli 2018.

' .

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi di depan pengadilan yang
saling bersesuain satu dengan yang lain yaitu Keterangan Sakisi Hari
Kusuma Bahari, Imam Cheruddin Bahari, dan Muhajir yvang pada
pokoknya menerangkan proses pengurusan berkas Surat Keterangan
Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri telah diajukan tanggal
31 Juli 2018, di Pengadilan Negeri Palopo, Keterangan saksi-saksi
tersebut bersesuain pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh
pemohon yaitu bukti surat P.5. tentang surat Pernyataan yang ditanda

tangani dan diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Palopo
RN aca) 31 Juli 2018, oo
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hari  Kusuma Bahari
menerangkan pengajuan Permohonan tidak dapat diterbitkan pada
tanggal 31 Juli 2018 karena telah selesai pelayanan jam kerja sehingga
disarankan untuk kembali mengurus pada tanggal 1 Agustus 2018 -
- Bahwa atas fakta tersebut, Pihak Termohon tidak pernah memberikan /{
petunjuk kepada Pemohon melalui saksi Hari Kusuma Bahari selakuy
LO Partai Nasdem tentang solusi atas masalah yang dialami oleh
B e
Analisa Yuridis :
Bahwa atas fakta tersebut telah terbukti di depan Persidangan
udikasi, Pemohon telah mengajukan Permohonan Surat Tidak Pernah

13
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menerima Med1a81 dari Bacaleg lain Yaitu
ma Bacaleg Yuyun, S.P, dari Partai Berkarya da
~ Ratna, dengan pokok permasalahan yang menurut pemla.lan
seharusnya diperlakukan sama secara adil dan setara d
dokumen milik Pemonon, yaitu dokumen Surat Keterangan Keseha
Jiwa milik kedua Bacaleg tersebut terbit pada tanggal 1 Agustus 20188
yang telah melewati batas tenggang waktu tahapan perbaikan berkas
Bacaleg, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang digjukan
oleh pemohon yang Bukti P-4 DAN Bukti P-6; -------=-===-==-r-==-mo====m==

Analisa yuridis
- Bahwa tindakan Termohon tersebut tidak melaksanakan Kewajiban
8

selaku penyelenggara untuk memperlakukan seluruh peserta secara
adil dan setara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 huruf (b)
i Undang NO. 7 Tahun 2017; ~—----=----=—---——=r=—cor=—— == nu
Bahwa Berdasarkan uraian Keseluruhan Kesimpulan atas fakta
persidangan didepan persidangan adjudikasi Bawaslu Kota
Palopo,maka denagn ini pemohon meminta kepada Majelis Pemimpin
Musyawarah yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ,
Iihtkemenjatuhkan putusan sebagai berikut @ ---s-------s<-———=S=rrS S
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor :

144 /PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verivikasi

Kelengkapan fan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Palopo pada pemilihan Umum 2019;--------------
3) Memerintahkan Kepada Termohon untuk menerima kembali /

Saudara Abdul Salam,S.H. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD

Kota Palopoi Dari Partai Nasdem Kota Palopo;=-=-r=-n---=ssessrmse s
4) Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melaksanakan keputusan

B e o s s iy o o o o o o ot o o e o o o e O e o e e o S i e e e e

Atau jika Majelis Pimpinan Musyawarah berpendapat lain, mohon
Blltlisan seadil-adilnya (ex aequo et bOno).—---=--=s=cm-mmmmesse-gi sttt

pulan Termohon
Sesuai dengan Surat Bawaslu Kota Palopo
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e Termohon telah menyatakan TMS terhadap berkas calon DPR
REIOpo atas hama’Abdul'Salam; SH -s-e-2osseezsng o 0 T S
- 2. Bahwa Pihak Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan calon
DPRD Kota Palopo melewati batas waktu perbaikan sebagaimana
yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
S Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (T1) ----==m-ccmmcemman
3. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan lembar check list 9
pemeriksaan dokumen kepada Pihak Pemohon sebagaimana bukti

terlampir. (T2)
4. Termohon membantah dalil
Pihak Termohon tidak memeriksa secara detail
kelengkapan syarat bakal calon. Hal tersebut dibuktikan bahwa

pada kesempatan pertama penyampaian verifikasi kelengkapan

administrasi  daftar calon tanggal 19 s/d 21 Juli 2018,
Pihak termohon telah memberikan check list berkas yang belum

lengkap yang diserahkan kepada LO Parpol sesuai tahapan yang
diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, (T3) --~=-mmcccceeeee - /
5. Berdasarkan penjelasan dari Saksi atas nama Bara (LO Partai
Nasdem Kota Palopo) disidang pembacaan Jawaban Termohon, yang
mengatakan “kami tidak pernah diberikan penjelasan terkait Surat
Keterangan bahwa sedang dalam proses pengurusan”. Kami
membantah apa yang disangkakan, bahwa memang hal tersebut
ami benarkan karena kami tidak pernah memberikan penjelasan
ada partai politik apapun dimasa tahapan perbaikan dokumen.—

Pemohon yang menyatakan bahwa
dokumen
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Bakal Calon Anggoha DF’RD I{a‘ta Palopo pada Pen
3 Apabﬂa Bawaslu Kota Palopo berpendapat lain,
- yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM - ‘
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon a
sebagaimana telah diuraikan di atas; -------=--===cemmmmmmccmmmcmmm=an

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah pemilihan Kota Palopo, yang telah
menyerakan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Nasional
Demokrat (NASDEM) sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, vang oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Palopo (KPU Palopo) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
sebagai daftar caleg sementara (DCS) berdasarkan Berita Acara Nomor :
144 /PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota
DERIDKota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, =---==-secmccocnstocutasss

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kota Palopo Ncmor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-
Kot/VII[/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan
BRI 2019, ~evummmmememm s e s e e e c R e R e S

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan
Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian

I e o

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti
dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----
Mmumbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih
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0

,‘* keluarnya objek sen

RD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun ‘

2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373 /KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal M i

09 Agustus 2018 beserta lampirannya yang memperlihatkan bahwa y

setelah diverifikasi pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi

sebagai bakal calon anggota DPRD Kota PAlopo, -----==----mmmnnmsssmmmmmemmnn

¢) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 i
tentang Pemilihan Umum (Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilu) Pasal 101 berbunyi “Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin b.

r Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1 ) pelanggaran Pemilu;
. dan 2) Sengketa Proses Pemilu.

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Undang — undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

* pemilu) Pasal 102 angka 3 dalam melakukan penindakan sengketa proses

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu

Kabupaten/ Kota bertugas @. menerima permohonan penyelesaian

sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverilikasi secara

y formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah
’ kabupaten/kota; : c¢. melakukan mediasi antarpthak yang bersengketa di
wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses
Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan

sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses /{

Bakal Calon Anggota DP

Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.
Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu Pasal 103 “Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima,
‘. - memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian
eta proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; --------=--- oo —__
berdasarkan Ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 20
g Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi seng
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 Proses Pemilu sebagai akibat dike

hoan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kal
3 ‘ ohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebac
i dc:z ayat (1) disampaika

a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan
keputusan Kpy, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan .
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU *
Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. --------------=-=--=-m--mmeemv -

h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 468 Undang - undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas)

hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu
melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa
untuk mencapai kesepakatan melalui mediast atau musyawarah dan
mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu,
E Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa
BN s Pernilu melalui adjudikasi, --==--------ccmomocme e

‘Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

s pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “bawaslu Kab/Kota berwenang -
lesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh a
Y R SRS S
jutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum
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administragj sebagai bakal

e ————

144/PL.01.4-BA /7373 /kpy Kot/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018
bf:ser-tfi lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah
diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon
dinyatakan tidak mem

enuhi syarat (TMS) administrasi sebagai bakal calon
anggota DPRD Kota Palopo.

Berdasarkan pertimbangan di
Bawaslu Kota Palopo berwenan

SR
ST

atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa

g memeriksa dan memutus sengketa a quo. ---
Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (legal Standing)

Pemohon sebagai
berikut :

a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai
Nasional Demokrat (NASDEM) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan,

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
e bupaten /Kota Tahun 2019, —~ceeoe-doonii tol Lo S

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu Pasal 172, berbunyi : “Peserta Pemilu untuk pemilihan

umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota adalah

PRt POlitik.” oo /{

¢) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi (2) Permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
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L ‘Permohonan penyelesaian sengketa proses Pem
digjukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Par 0 g
Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tingkat
pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau
sebutan lain; b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat
provinsi atau sebutan lain; dan c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh
ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.---------------

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1)
“Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon
dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP  Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon
Sebagainana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)". ~=<===--=s=====e-cocco T CEEEE

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1)
Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir
Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.] ; dan c.

surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai

Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal

Fartai Politk. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR

disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal

‘dewan pumpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap

~ basah. '{3{ Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD

vinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan

inan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya
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s

en/kota atau nama lainnya dan d’ibﬁbu i cap

@h?rh I;?Fm;:r?ns dalam sengketa in casu adalah s ' a
P Pimpir;an e : audarg Umar, SE adalah Ketua dan Sekertaris
. berdaa;nglfartal Nasional Demokrat Kota Palopo Provinsi Sulax
e D ir an Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat P:
e eo }I;at (NASDEM) Nomor : 280-SK/DPP-Nasdem/VII/2018
iy Kotg sahan Peru'baljlan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
a Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. --------------=====z=======-=====
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon
dalam sengketa a QUO. =======r=m=~msmmmtmame o dems o meemsesa e soe R

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon :

c. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagai
Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil
Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon
Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan
nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIIl/2018 tertanggal 09 Agustus
2018 beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
setelah diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan,
pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon
anggota DPRD Kota Palopo dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Jumat
tanggal 10 Agustus Tahun 2018 saat berita acara tersebut diserahkan. ----

d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo setelah KPU

Kota Palopo menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi

Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota

DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor

144/PL.O].4—BA/7373/KPU~Kot/VHI/2018 tertanggal 09 Agustus 2018

beserta lampirannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah /\ ;;

diverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan, pemohon
dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota

DPRD Kota Palopo, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 -------------—-

ahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - undang Nomor 7

hun 2017 Tentang Pemilu ayat (4) “Permohonan penyelesaian sengketa

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pa
a) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepu

' ;
1
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+ Proses Pemilihan Umum, q
ama dimaksud pada ayat (1) disampaikan

. sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, .
A R U

Bahwa Pasal 467
- Pemilu junto Pasa

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 T
1 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No
18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek
Sengketa pada hari Kamis, Tanggal 09 Agustus 2018 adalah pada hari
Senin tanggal 13 Agustus 2018, hal ini dikarenakan pada tanggal 11 dan
12 Agustus adalah hari libur (bukan hari Kerja). —---==--=m=mm=mmmmmm o mmmmm oo
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa
Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu, -------m-mmmmmommmoo oo
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan
BRI e el AN sehapai DETilcUt © —--~———-———-=———-—— - R
a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berita acara KPU tentang

B Yo

bl il

verifikasi hasil perbaikan berkas syarat calon DPRD Kota Palopo nomor
144 /PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIl[/2018. Tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal calon Anggota
DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum 2019. dimana dalam berita
acara tersebut dapil [l dinyatakan TMS karena salah satu syarat berkas

calon DPRD Kota Palopo atas nama Abdul Salam. SH. dinyatakan TMS,

b. Bahwa pemohon berkeyakinan telah melengkapi syarat berkas perbaikan /

calon DPRD sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada KPU
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b

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide alat bukti
T.1). Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak

Termohon tidak memeriksa secara detail dokumen kelengkapan syarat
bakal calon,

Hal tersebut dibuktikan bahwa pada kesempatan pertama
penyampaian verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon tanggal 19
el 2T OO0 e N RS

e. Menimbang, bahwa KPU Kota Palopo telah mengumumkan dan
mensosialisasikan tahapan sebagaimana dalam PKPU 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, ~=-emeeemomoomee

f. Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota

DPRD Kota Palopo dalam pemilihan umum tahun 2019 (vide alat bukti-

g Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kota Palopo
menerima pengajuan Berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kota /L
Palopo dari Partai Nasdem, berdasarkan buku registrasi dan dinyatakan

memenuhi persyaratan pengajuan pendaftaran sesuai dengan mekanisme
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enirnban
g bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, }L_lE’

dan DPRD
B Kabupaten /Kota tertuang dalam Undang - unda-n"g*'%ﬁf ome
. 2 g Non
ah merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pri

bakal calon v i u
| N yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
RASHIR = MASING. —rm-seiad - coriian i Sl

J. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang — undang Nomor
7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantranya adalah
T R e I —————_EELESL L
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; =----m==-=-==-=====—==

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -------------=--===m====m7mmmmm s

¢. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia; ------

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam’ bahasa Indonesia;

e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah alivah kejuruan, atau

sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

e e e e /{

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

. kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

s o w8 e e o o o e e e e e e e S P

yang bersangkutan mantan terpidana;
jasmani, rohani, dan hebas dari penyalahgunaan narkotika; 2ol
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Pengund s
uran diri yang tigak dapat ditarik kembali; -------------

bersedia "
unt i : X
uk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,

nOtanS" pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara
S€rta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn; ------------=-=------somoommoooe oo
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; ---------=-=---------- p
e menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -=-c----s-ca-cooecoopeasniiiiS
0. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilag dan--------------------—--
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan, ----—=-o-=sccascarea a
k. Menimbang, bahwa benar termohon telah memverifikasi kelengkapan

administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kota Palopo (vide /{
S DU e et

1. Menimbang, bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Dberita acara

~ kedua, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
erbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilihan Umum
: un 2019 dengan nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/V111/201§
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4 pada tanggal 31 Juli 2018 pemohon juga meminta

Saran atay ; _
Petunjuk mengenai solusi atas permasalahan keterlambatan

Surat kete
rangan tersebut namun termohon tidak memberikan petunjuk

tent
ang langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemohon.-------==-=--==-=---=

0. Meni
enimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa surat

pPernyataan permohonan untuk penerbitan keterangan tidak pernah
dipidana di dipengadilan telah dimasukkan tanggal 31 Juli 2018 (Vide alat
Bukti P5), namun surat keterangannya baru terbit pada tanggal 01
L L R L

k. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Kusuma bahwa
berkas keterangan pengadilan tidak diterbitkan oleh pengadilan karena
saudara saksi tiba dikantor pengadilan pada saat kantor pengadilan
Sudah'mau tutup, lewat dari pukul 16.00 WITA. —---=--c—c-====e-—a=sSiSstae e
1. Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Hari Kusuma dibenarkan oleh
saksi Imam Samudra dan Muhajir bahwa saudara Hari Kusuma memang
benar mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana pada tanggal 31 A
| Agustus 2018, sekitar pukul 16.00 - 16.30 Wita, saat itu banyak yang

B E R P LIS, ~c- T T T T T T T T T T T e T e

. m. Menimbang, bahwa pemohon telah berusaha semaksimal mungkin pada
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dik i I
etahui bahwa surat pernyataan tersebut memang

adanya, da i : i
y n asli dari surat pernyataan untuk permohonan tersebut ada G

Ka : ; e
ntor Pengadilan Negeri Palopo, tertanggal 31 Juli 2018. Sebagai bukti

bahwa pemohon telah hadir di pengadilan Negeri Palopo tanggal 31 Juli

P. Menimbang bahwa, pada tahap mediasi saudara termohon menyepakati

dan penerbitannya pada tanggal 1 agustus 2018 (Vide alat bukti P4 dan
P6), maka sesuai pasal 20 huruf (b) Undang - undang No. 7 Tahun 2017
“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu

untuk menerima beberapa surat keterangan untuk kelengkapan berkas

bakal calon legislatif yang pengurusannya di tanggal 30 dan 31 Juli 2018 ;
secara adil dan setara.----------==----=======s-oosssmsssomososmoosoomoSomTEETEETEETE

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di

atas, maka Bawaslu Kota Palopo berpendapat cukup beralasan hukum untuk

mengabulkan seluruh permohonan pemohon., ------=-==----=sosmommmossmmmemmTe

Mengingat ketentuan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang A
Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan k
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. Memeri : i
erintahkan kepada KPU Kota Palopo men

m .
emverifikasi pengajuan pemohon sebagai Ba 2l

D
PRD Kota Palopo Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 U

undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. .
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan 3 )
Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

B
W

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh & --======

1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn , 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Alj, S, Bd

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan

untuk umum pada hari Jumat tanggal

dihadapan para pihak serta terbuka
) Oleh 1) Dr. Asbudi Dwi

31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas

Saputra, SH.,M.Kn, 2) Sitti Aisyah, SH, 3) Ahmad Al
u Kota Palopo dan dibantu oleh Moh. Maulana Noor,

S Pd, masing-masing

sebagai anggota Bawasl

SE, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.
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